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BAB V 
 

PENUTUP 
 
 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Hambatan Pelaksanaan 

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang 

Label Pangan Olahan Pada Kemasan Pangan Industri Rumah Tangga Di Kota 

Kupang, yang dianalisis menggunakan lima faktor maka Penulis menarik 

kesimpulan sebagai berikut :  

 1 Faktor Hukum 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dalam penelitian 

tersebut dari segi faktor hukum yakni Peraturan Badan Pengawas Obat dan 

Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan tidak 

ditemukan hambatan sebab penerbitan peraturan ini sudah sesuai dengan 

persyaratan yuridis yang ada, serta sudah cukup sinkron  baik secara  hierarki 

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label 

dan Iklan Pangan maupun horizontal dengan Peraturan BPOM Nomor 22 

Tahun 2018 Tentang Pedomaan Pemberian Sertifikat Produksi Pangan 

Industri Rumah Tangga dan Peraturan BPOM Nomor 7 Tahun 2022 Tentang 

Petunjuk Operasional Penggunaaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan 

Menu Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan 

Makanan Tahun Anggaran 2022 tidak ada pertentangan, serta sudah 

sistematis.  

 2 Faktor Penegak Hukum 

Faktor penegak hukum merupakan salah satu faktor penghambat dari 

pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 

2018 Tentang Label Pangan Olahan Pada Kemasan Pangan Industri Rumah 

Tangga adapun pihak penegak hukum yang mengalami hambatan yakni pihak 

Dinas Kesehatan Kota Kupang sebab hanya melakukan pengawasan terhadap 

produk P-IRT yang tidak mencantumkan label jika adanya pelaporan dari 
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konsumen, jika tidak ada pelaporan maka tidak akan dilakukan pengawasan 

serta pemeriksaan terhadap produk P-IRT yang tidak mencantumkan label 

pada kemasan pangan. Sedangkan Untuk pihak Balai POM Kupang tidak 

mengalami hambatan dalam melaksanakan pengawasan terhadap produk P-

IRT yang tidak mencantumkan label pada kemasan. 

 3 Faktor Fasilitas dan Sarana 

Faktor fasilitas dan saran ini merupakan salah satu faktor yang menghambat 

pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 

2018 Tentang label Pangan Olahan Pada Kemasan Pangan Industri Rumah 

Tangga di Kota Kupang, Dalam hal ini sarana yang menjadi penghambat yakni 

dari Pihak Dinas Kesehatan Kota Kupang sebab tidak terpenuhi yakni seperti 

kendaraan baik yang beroda dua maupun beroda empat dan anggraran.  Oleh 

karena itu tidak terpenuhnya sarana, menyebabkan petugas menggunakan 

kendaraan pribadi dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran produk 

P-IRT. Ini menjadi kendala sebab menimbulkan ketidakefisienya petugas 

dalam melakukan pengawasan, walaupun ada anggaran namun anggaran 

tersebut masih dikatakan tidak cukup. 

Sedangkan untuk fasilitas dan sarana dari Pihak Balai POM Kupang sudah 

terpenuhi dengan baik seperti kendaraan beroda dua maupun kendaraan 

beroda empat serta fasilitas lainya seperti sarana labolatorium penguji produk 

sudah terpenuhi dengan baik. 

 4 Faktor Masyarakat 

Faktor Masyarakat merupakan salah satu faktor penghambat dari pelaksanaan 

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang 

Label Pangan Olahan Pada Kemasan Pangan Industri Rumah tangga di Kota 

Kupang hal tersebut dikarenakan Sebagian Produsen P-IRT belum mengetahui 

adanya Peraturan tentang pencantuman label pada produk Pangan Industri 

Rumah Tangga serta Produsen P-IRT belum sepenuhnya menyadari 

pentingnya pencantuman label pada kemasan P-IRT sebagai wujud 

perlindungan terhadap konsumen dan adanya sikap acuh tak acuh dari 

produsen P-IRT untuk mencantumkan label pada kemasan P-IRT. 
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 5 Faktor Kebudayaan 

Faktor kebudayaan bukanlah merupakan suatu faktor penghambat sebab dalam 

melaksanakan peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan 

Olahan sudah berjalan dengan efektif dan tidak ditemukan hambatan dari segi 

kebudayaan maka adanya perilaku tidak mencantumkan label bukanlah sebuah 

kebudayaan melainkan hanyalah sebuah sikap ketidakpatuhan dari sebagian 

produsen P-IRT yang tidak mengikuti ketentuan pencantuman label. 

1.2 Saran 

 

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penulisan hasil penelitian tentang 

Hambatan Pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 

31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan Pada Kemasan Pangan Industri 

Rumah Tangga yaitu 

1. Faktor Penegak Hukum 

 Balai POM Kupang 

Tetap mempertahankan kinerja dalam melakukan pengawasan 

terhadap produk pangan industri rumah tangga di Kota Kupang. 

 Dinas Kesehatan Kota Kupang  

Harus lebih meningkatkan pengawasan secara periodik, dan jangan 

hanya menunggu laporan dari Konsumen, sebab jika hanya 

menunggu laporan terlebih dahulu menunjukan tidak konsistenya 

pihak penegak hukum dalam melakukan pengawasan. Hal ini 

menujukan seberapa besar komitmen dari pihak Dinas Kesehatan 

dalam mengimplementasikan Peraturan Badan Pengawas Obat dan 

Makan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan, 

sebagai wujud dari bentuk pelaksanaan perlindungan hukum 

terhadap konsumen. 

2. Faktor Fasilitas dan Sarana 

1) Untuk Pihak Balai POM Kupang tetap mempertahankan fasiitas serta 

sarana dan prasarana yang ada agar pelaksanaan pengawasan terhadap 

konsumen dapat berjallan sengan baik tanpa ada kendala demi 

memberikan perlindungan terhadap konsumen. 
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2) Untuk Dinas Kesehatan Kota Kupang perlunya untuk memenuhi 

fasilitas dan prasarana dalam melakukan pengawasan sebab dengan 

terpenuhnya sarana dan fasilitas dapat menunjang pihak Dinas 

Kesehatan dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran produk 

pangan industri rumah tangga yang tidak mencantumkan label pada 

kemasan. 

3. Faktor Masyarakat 

1) Untuk Produsen P-IRT yang Tidak Mengetahui Adanya Peraturan 

Pencantuman Label Terhadap Produk P-IRT 

Perlunya kepekaan dari Produsen Pangan Industri Rumah Tangga yang 

tidak mencantumkan label, agar sebelum memproduksi makanan dan 

minuman untuk mencari tahu terlebih dahulu aturan bagi suatu produk 

sebab jika beralasan tidak mengetahui adanya peraturan maka kita 

negara indonesia adalah negara hukum yang menerapkan Asas fiksi 

hukum yang beranggapan bahwa ketika suatu perundang-undangan 

telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu dan 

ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang 

akan hukum tidak dapat membebaskan dari hukum, oleh karena itu 

adanya jawaban tidak mengetahui hukum maka alasan tersebut tidak 

menjadi suatau alasan pembenar untuk tidak mencantumkan label pada 

kemasan pangan industri rumah tangga, hal tersebut dikarenakan 

adanya hak dari konsumen yang harus dilindungi. 

2) Untuk Produsen P-IRT yang Mengetahui Adanya Peraturan BPOM 

Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan Tetapi Tetap 

Tidak Mencantumkan Label. 

Perlunya kesadaran hukum terutama untuk mencantumkan label pada 

kemasan produk Pangan Industri Rumah Tanggga sebab pencantuman 

label merupakan suatu kewajiban bagi pelaku usaha demi melindungi 

konsumen dari dampak produk yang telah diproduksi dan dijual sebab 

dengan mencantumkan label menunjukan bahwa pelaku usaha 
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mempunyai itikad baik serta kejujuran dalam menjual produknya 

sebagai bentuk perwujudan terhadap perlindungan akan konsumen. 
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